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A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018
tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah Pasal 4, maka
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan perlu menyusun
Standar Operasional Prosedur Penjaringan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan.

Selain itu bertujuan untuk mendorong agar pelaksanaan inovasi daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Balangan dapat menghasilkan output dan outcome yang baik dalam
mewujudkan peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Penjaringan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan.

Penyusunan SOP ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaksaan tugas inovasi
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Hal-hal yang belum diatur di dalamnya

nantinya agar dikoordinasikan serta menjadi masukan dan koreksi untuk perbaikan kedepan.

B. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur dari kegiatan penjaringan inovasi daerah lingkungan
Pemerintah Kabupaten Balangan pada bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan akan dijelaskan dalam

bentuk diagram pada halaman berikut ini :
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C. Formulir Inovasi Daerah
1. Formulir Laporan Indeks Inovasi Daerah

Dalam rangka pemenuhan indeks inovasi daerah pada masing-masing skpd perlu dilakukan
inventarisasi data indikator, data dukung dan video inovasi SKPD. SKPD melalui admin
inovasi berkoordinasi dengan pelaku atau pencipta inovasi menyusun data indeks inovasi dan
video berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan di laporkan ke Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Balangan.

Berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan formulir Laporan
Indeks Inovasi Daerah. Formulir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan
bagi pelaksana tugas inovasi daerah pada SKPD si lingkungan pemerintah Kabupaten
Balangan.

Form C. 1

LAPORAN INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2023

Nama SKPD
Nama Inovasi

Bentuk Inovasi O Tata Kelola O Pelayanan Publik ~ OlLainnya

Inovasi Dimulai » Tanggal [ ] Bulan [ ] Tahun [ ]

Tahapan Inovasi O nisiatif O Uji Coba O Penerapan
Jenis Indikator

Latar Belakang

Permasalahan (Hulu)

Metode & Strategi

Pemecahan masalah

Manfaat atau dampak (Hilir)

Tabel Indikator

No Indikator Uraian Bukti Dukung

1 | Regulasi Inovasi Daerah

2 | Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi




3 | Dukungan Anggaran

4 | Penggunaan IT

5 | Bimtek Inovasi

6 | Program dan Kegiatan di Renstra OPD

7 | Jejaring Inovasi

8 | Replikasi

9 | Pedoman Teknis

10 | Pengelola Inovasi

11 | Ketersediaan Inovasi Layanan

12 | Penyelesaian Layanan Pengaduan

13 | Tingkat Partisipasi Stakeholder

14 | Kemudahan Informasi Layanan

15 | Kemudahan Informasi yang Dihasilkan

16 | Online Sistem

17 | Kecepatan Inovasi

18 | Kemanfaatan Inovasi

19 | Tingkat Kepuasan Penggunaan Inovasi
Daerah

20 | Sosialisasi Kebijakan

21 | Kualitas Inovasi Daerah

Mengetahui




Kepala SKPD Admin Inovasi SKPD

NIP

Formulir Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah

Dalam rangka mendorong pemenuhan indeks inovadi daerah yang berkualitas dan sarana
edukasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan inovasi
daerah pada SKPD yang memenuhi kriteria indeks inovasi daerah berdasarkan ketentuan
perundangan pada tahun berjalan yang diusulkan sebagai peserta indeks inovasi daerah ke
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten
Balangan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan formulir monev
inovasi daerah. Formulir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi
pelaksana tugas inovasi daerah pada SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan.

Form C. 2

MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH TAHUN 2023

Nama SKPD

Nama Inovasi

Bentuk Inovasi e Tata Kelola O Pelayanan Publik ~ OlLainnya
Inovasi Dimulai r Tanggal [ ] Bulan [ ] Tahun [ ]
Tahapan Inovasi ;O nisiatif O Uji Coba © Penerapan

Jenis Indikator



Tabel Monev

No Indikator Faktual Saran

1 | Inovasi sudah berjalan minimal 2 Tahun
atau masih dalam tahapan inisiatif dan uji
coba

2 Mengandung Inovasi daerah sebagian
atau seluruhnya

3 | Diperkuat dengan adanya regulasi daerah
dan/atau turunannya

4 | Adanya dukungan anggaran melalui
renstra, renja dan RKA

5 | Didukung oleh indikator lainnya

6 | Dilengkapi video singkat profil inovasi
daerah (berdasarkan SE Mendagri No.

002 6/2866/SJ/2022)
7 | Catatan :
Mengetahui Paringin, 20
Pejabat SKPD Petugas
( ) (
NIP NIP

D. Petunjuk Teknis Pemenuhan Indeks Inovasi Daerah

Dengan ditetapkannya regulasi ini agar dapat menjadi pedoman bagi pelaku inovasi daerah
untuk melaksanakan kegiatan penjaringan/inventarisasi dalam rangka pemenuhan data indeks
inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.



Guna memudahkan dalam proses kerjanya dapat mengikuti dan mempedomani petunjuk
teknis pemenuhan indeks inovasi daerah sebagai berikut :

1. Pengisian Profil Inovasi

Nama SKPD . Diisi nama Dinas/Badan/Kantor/Upt

Nama Inovasi . Diisi nama/label Inovasi

Bentuk Inovasi : (@) Tata Kelola O Pelayanan Publik O Lainnya

Inovasi Dimulai : Tanggal [ ] Bulan [ ] Tahun [ ]

Tahapan Inovasi : O Inisiatif O Uji Coba O Penerapan

Jenis Inisiator . Diisi pilihan list kepada Daerah/DPRD/ASN/SKPD/Masyarakat

Latar Belakang . Jelaskan latar belakang menurut ketentuan perundungan dan tupoksi
atau peranan SKPD dalam mendorong inovasi tersebut

Permasalahan (Hulu) . Jelaskan tentang beberapa permasalahan mendesar yang dihadapi
sehingga perlunya dilakukan inovasi

Metode & Strategi : Jelaskan bentuk dan cara dalam menyelesaikan permasalahan

Pemecahan Masalah mendesar dari inovasi yang dibangun

Manfaat atau dampak (Hilir) : Jelaskan perubahan ynag dapat dari inovasi yang dibangun sehingga
dapat bermanfaat bagi pengguna/pemangku kepentingan dan
berdampak dalam peningkatan daya saing dan daya guna bagi daerah

2. Menyiapkan dokumen softcopy sebagai data dukung dari indikator inovasi
Pada tahanan ini perlu disiapkan data dukung dari indikator inovasi yang dibangun
berdasarkan perundangan yang berlaku. Data dukung tersebut berupa dokumen berbentuk

teks, foto dan video.

3. Membuat video profil singkat inovasi daerah

Berdasarkan huruf f pada angka 1 (satu) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 002
6/2666/ SJ tanggal 14 April 2020 menjelaskan bahwa dalam pengisian data inovasi daerah
wajib dilengkapi dengan video yang diunggah sekurang-kurangnya memuat latar belakang,
permasalahan, metode dan strategi pemecahan masalah melalui inovasi dan manfaat atau
dampak inovasi daerah.

Adapun sepesifikasi video yang akan dibuat sebagai berikut :



a. Konten video singkat, padat dan jelas;
b. Durasi video antara max 5 menit; dan
c. Video dibuat dalam bentuk file MP4

4.  Input data indeks inovasi daerah

Ini merupakan tahapan akhir dari pemenuhan data indeks inovasi daerah. Proses ini
merupakan tahapan akhir dalam rangka melaporkan indeks inovasi daerah pada SKPD dan
sebagai publikasi dan dokumentasi data inovasi daerah.

Input data indeks daerah dilakukan oleh masing-masing admin inovasi SKPD
dengan mengunjungi portal resmi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Balangan melalui
username dan password yang disediakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.





